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ABSTRAK 

Memberikan kualitas daging yang baik merupakan salah satu tindakan 

memberikan mutu pangan yang baik dan halal.  Dibolehkan dalam Islam selama 

kualitas daging yang diperjual belikan sampainya diolah tidak merubah 

kandungan gizi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terlebih lagi pada 

zaman sekarang ini sudah banyak sekali penjual-penjual daging yang kurang 

terbuka dengan kualitas daging yang dijualnya. Seperti yang dilakukan oleh 

penjual-penjual daging yang ada di Pasar Kalirejo dapat menciptakan 

kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kemudharatan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana mutu daging sapi di Pasar Kalirejo dilihat 

dari standarisasi mutu daging menurut ketetapan BSN. (2) bagaimana pandangan 

Hukum Islam tentang standarisasi mutu daging yang di Desa Kalirejo. Untuk 

melihat kualitas yang baik perlu adanya standarisasi yang menjadi pedoman 

dalam suatu penetapan dalam suatu nilai minimum suatu benda yang ditetapkan 

Pemerintah sebagai Ulil Amri. Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah harus 

mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam Islam, 

seperti Gharar, Riba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yakni penelitian dengan mencoba memberikan gambaran dan 

menjelaskan tentang kualitas daging yang ada di Pasar Kalirejo. Sumber data 

yang digunakan yaitu: sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber, 

Ketua KUPTD Pasar Kalirejo, pemilik Rumah Pemotongan Hewan, dan Penjual 

daging. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi buku-buku, 

skripsi dan karya ilmiah lainnya yang bekaitan dengan penelitian ini. Teknik 

pengumpul data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data 

terkumpul dan di klasifikasikan dan analisa kemudian dibuat kesimpulan. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Standarisasi mutu daging yang ditetapkan 

BSN mengacu pada ketetapan SNI no 3932 tahun 2008, dengan melihat 3 aspek, 

yaitu: a. Nilai Ph daging b. Daya ikat air c. kandungan lemak/malbring. (2) 

Hukum Islam tentang standarisasi mutu daging yang ditetapkan BPOM dengan 

mempertimbangkan maslahah untuk komsumen (masyarakat pembeli), maka 

standarisasi yang ditetapkan BSN dapat dibenarkan. Adapun Mutu daging yang 

ada di pasar Kalirejo secara ilmiah belum sepenuhnya pedagang daging 

melakukan uji lab untuk mengetahui terpenuhi tidaknya standarisasi daging yang 

ditetapkan (BSN). 

 

 

 

 









 
 

MOTTO 

                              

        

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: karena sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

(QS Al-Baqarah: 168)
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1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an  Tajwid Dan Terjemahannya, (CV Penerbit Diponegoro 

2010), h. 25 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

HUKUM ISLAM TENTANG STANDARISASI MUTU DAGING SAPI 

(Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung 

Tengah) dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan di buatnya skripsi ini. dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan 

terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul. Di samping itu langkah ini 

merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. 

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam 

adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian  hukum Islam 

menurut ta‟rif ini mencakup hukum syara‟ dan juga mencakup hukum fiqh, 

karena arti syara‟ dan fiqh terkandung di dalamnya.
2
 Dasar hukum umat Islam 

adalah Al Qur‟an dan As-Sunnah  maka dari itu kita harus mengetahui dasar 

hukum tersebut dan memahami sunnah-sunnah  yang terkandung di dalamnya.
3
 

                                                             
2 A. KhumediJa‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), 

(Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140 
3
 Saleh AL Fauzan, fiqih sehari-hari, (jakarta : Gema Insani Perss, 2005), h. 200 



 
 

2.  Standarisasi adalah usaha bersama membentuk standar. Standar adalah sebuah 

aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib 

(paling sedikit dalam praktik).
4
 

3. Mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau bisa dikatakan derajat 

tertentu.
5
 

4. Daging adalah gumpalan lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia 

atau binatang. Bagian tubuh binatang yang dijadikan makanan.
6
 

5. Sapi adalah binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat 

bertubuh besar, dipiara untuk diambil dagingnya dan susunya.
7
 

Jadi yang penulis maksud dari judul tentang HUKUM ISLAM TENTANG 

STANDARISASI MUTU DAGING SAPI (Studi Pada Pedagang Daging di 

Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah) adalah untuk melihat 

kualitas daging yang dijual di Pasar Kalirejo menurut Hukum Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah; 

1. Alasan Objektif 

Masalah di dalam penelitian ini adalah merupakan masalah yang 

berkembang dimasyarakat tentang kualitas daging sapi yang dijual di pasar 

Kalirejo dengan ketetapan BSN. 

 

                                                             
4 Drs. Kamisa, kamus besar bahasa indonesia. (Surabaya: Cahaya agency,2013), h. 246 
5 Ibi,. h. 545 
6
 Ibid, h. 393 

7
 Ibid, h. 632 



 
 

2. Alasan subjektif 

Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penyusun 

pelajari dijurusan Muamalah Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang masalah 

Peraturan  merupakan tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan), yang dibuat 

untuk mengatur.
8
 Peraturan dibuat agar manusia dalam menjalankan kehidupanya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjalankan prinsip yang telah ditentukan 

agar apa yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri juga orang lain.  

Standarisaasi mutu daging sapimerupakan tingkatan yang dilakukan dalam 

objek bidang pangan dimana merupakan suatu tolak ukur dalam mutu pangan. 

Standarisasi dalam produk di Indonesia sangatlah diperlukan, bagi semua usaha-

usaha yang bergerak dibidang pangan khususnya daging. Dalam kegiatan ini harus 

ada dalam suatu naungan kerja sama, dalam prinsip kerja sama harus ada yang 

saling menguntungkan dan solidaritas persaudaraan yang saling membantu.
9
 

Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 

tahun 2004, merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 

air,baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumen manusia. Sedangkan pengertian mutu 

pangan dalam peraturan ini yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria 

                                                             
8 Departemen pendidikan nasyonal.kamus besar bahasa indonesia.edisi ke empat.(PT Gramedia 

Pustaka Utama.2011), h. 203 
9
 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta,PT Fajar Interpratama Mandiri,2011), h.11  



 
 

keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan 

makanan dan minuman.  

Daging adalah bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi manusia karena 

banyak mengandung zat-zat makanan yan dibutuhkan manusia. Zat-zat makanan 

tersebut adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan air. Daging juga 

merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan, hal ini dikarenakan 

daging memilki kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

mikroorganisme, keberadan mikroorganisme dalam daging dapat menyebabkan 

hal-hal yang tidak diinginkan.  

Daging merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, 

jika kualitas daging yang dikonsumsi kurang baik maka dapat menyebabkan 

terganggunya kesehatan masyarakat. Maka dari itu untuk menigkatkan kualitas 

daging yang beredar di masyarakat khususnya di pasar Kalirejo harus adanya 

tahapan pemeriksaan, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi daging dengan 

baik dan sehat. Karena kebutuhan daging di kalangan masyarakat meningkat maka 

daging yang beredar di pasar Kalirejo perlu meningkatkan atau memperhatikan 

kualitas daging yang beredar di pasaran dan melukan pengawasan agar tidak 

terjadi hal hal yang diingikan, seperti pencampuran daging dengan daging hewan 

lain, daging glonggongan dan menjaga kualitas daging yang beredar di pasaran 

tetap dengan kualitas yang baik. 



 
 

Daging merupakan salah satu bahan pangan olahan. Bahan pangan olahan 

adalah bahan makanan segar dan kering yang mengalami olahan untuk 

mempertahankan mutu gizi. Dalam kalangan umum tidak semua manusia 

memahami tentang peraturan yang membahas tentang standarisasi mutu pangan 

sehingga perlu adanya penjelasan seiring perkembangan zaman. Sedangkan 

perlindungan dalam mutu pangan yang diperjual belikan di pasar kalirejo 

khususnya standarisasi terhadap daging, masih butuh perhatiaan dalam penjualan 

kualitas daging yang baik. Seperti pangan yang lainnya, baik itu pangan yang 

diolah maupun pangan yang belum melalui pengolahan. 

Kepuasan konsumen dan kesehatan konsumen merupakan tujuan utama 

dalam standarisasi mutu daging yang diperlukan. Dalam padangan Islam 

kemaslahatan umat manusia adalah yang paling utama dari semua kemaslahatan 

yang ada. Dalam hukum Islam banyak sekali bentuk tolong menolong seperti 

misalnya dalam permasalahan standarisasi mutu pangan yang ada di pasar kalirejo. 

Salah satu cara untuk melihat mutu pangan daging  yang baik untuk dikonsumsi 

umat manusia yaitu dengan adanya standarisasi atau tolak ukur mutu pangan yang 

digunakan dalam pangan.  

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan berperan dalam 

berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, periklanan, 

perindustrian dan perdagangan. Bekerja dalam Islam bukan hanya memenuhi 

kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan suatu kewajiban agama, sehingga perlu 

diperlihatkan cara dan proses kerja yang akan membawa konsekuensi terhadap 



 
 

hasil, karena ekonomi Islam menolak mengambil keputusan atau pendapatan yang 

diperoleh bukan berdasarkan pada pendapatan yang halal dari usaha. 

D. Fokus penelitian 

1. Kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup standarisasi mutu 

daging sapi yang ada di pasar Kalirejo. 

2. Hukum Islam tentang stadarisasi mutu daging sapi. 

E. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana mutu daging sapi di pasar Kalirejo dilihat dari standarisasi mutu 

daging sapi menurut ketetapan BSN? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang standarisasi mutu daging sapi di 

pasar Kalirejo? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan 

penelitian ini memiliki tujuan : 

a. Untuk mengetahui bagaimana standarisasi mutu daging sapi yang ditetapkan 

BSN. 

b. Untuk mengetahui tentang pandangan Hukum Islam yang membahas  

standarisasi mutu daging sapi yang ditetapkan BSN. 

G. Signifikasi/Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi 

akademis dan praktis sebagai berikut. 



 
 

1. Signifikasi Akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah Hukum Islam 

tentang standarisasi mutu daging sapi yang ditetapkan BSN. Peneliti diharapkan 

mampu memberikan tambahan wawasan dan dapat memperkaya ilmu 

pemikiran Islam, serta civitas akademik Fakultas Syari‟ah Jurusan mu‟amalah. 

2. Signifikasi Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

bagi penjual daging sapi untuk meningkatkan kualitas daging sapi yang dijual 

di pasaran serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, 

pemahaman dan pengembangan praktik jual beli daging sapi yang lebih positif 

serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan khazanah tentang 

bermuamalah khususnya tentang kualitas daging yang diperjual belikan di 

pasan. Dapat dijadikan edukasi atau informasi mengenai standarisasi mutu 

daging sapi sesuai dengan hukum Islam, sehingga memberikan rasa nyaman 

kepada pelanggan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini  termasuk penelitian lapangan (filed research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenrnya  yang 



 
 

menyangkut data yang ada dilapangan.
10

 Adapun objek penelitan  tersebut 

adalah tentang standarisasi mutu daging di pasar Kalirejo selain study lapangan 

peneliti juga menggunakan metode pustaka (library research), sebagai 

pembantu atau pendukung dalam penelitian. Dengan menggunakan berbagai 

liniatur yang berada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di 

teliti.
11

 

2. Sifat penelitian 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya 

memaparkan situasi dan pristiwa atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipokes atau prediksi.
12

 Di dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang 

bagaimana penyelenggaraan terhadap standarisasi mutu daging di pasar 

Kalirejo. 

3. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini lebih pada persoalan proses terhadap standarisasi mutu 

pangan yang ada di pasar kalirejo Lampung Tengah. Oleh karena itu data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Data primer 

Data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama (wawancara, 

dokumentasi, dan lain-lain).
13

 Adapun yang menjadi sumber data  primer 

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi 

objek penelitian yaitu di Pasar Kalirejo. Ada 7 responden dalam 

pengambilan data di lapangan, Bapak Taufik, KUPTD Pasar Kalirejo, Bapak 

H. Subandi, Ibu Nurlela, Bapak Sutikno, Bapak Sumitro, Bapak Agus 

Susanto, dan Bapak Adi Ciputra. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung kepada 

pengumpul data, misalnya : Al-Qur‟an, As-Sunnah, Fiqih dan Undang-

undang. Data ini diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan 

topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, namun 

mempunyai permasalahan yang akan dikaji. 

4. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penggunaan akan menggunakan beberapa metode, 

yaitu : 
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a. Intervew/ wawancara 

Interview dilakukan guna memperoleh informasi dari 

terwawancara.Dan wawancara dilakukan secara langsung kepada pedagang 

daging. 

b. Dokumentasi 

Adalah suatu cara yang dilakukan dalam penyediaan dokumen-

dokumen  dengan menggunakan bukti dari pencatatan (buku, undang-undang 

dan lainya).  

5. Pengolahan Data 

Adapun dalam pengolahan data dilakukan dengan cara : 

a. Editing  

Editing adalah suatu kegiatan dimana ada pengoreksian apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan penelitian 

lapangan yang menjadi objek. 

b. Sistemazing  

Yaitu melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh secara 

sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan data yang di dapat.
14

 

6. Analisis Data  

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
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kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan 

merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam 

menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu dedukatif dan induktif. 

Metode berfikir dedukatif.
15

 yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat 

umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian 

yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan 

tradisi manipulasi dalam praktik penjualan daging sapi segar di pasar Kalirejo 

melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Metode berfikir induktif,
16

 yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus 

atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik 

generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data 

hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian 

dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian  dan Ruang Lingkup Hukum Islam 

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah 

yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah 

laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa 

yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Marcus 

Tullius Cicero (Romawi) dalam De Legius menyatakan hukum adalah akal 

tertinggi (The highest reason) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia 

untuk menetapkan apa yang oleh dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan.
17

 

Dalam perspektif Marcus Tullis segala perbuatan yang boleh diperbuat 

dan aspek-aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia yang boleh 

diperbuat manusia, antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, 

merugikan atau yang tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang 

ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan 

rumusan mengenai hukum. 
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Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt 

untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan 

dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.
18

 

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan 

manusia,di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi 

kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap 

perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia 

itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur‟an dan penjelasannya dalam Sunnah 

Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur‟an. Namun Al-Qur‟an itu 

bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya 

terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang 

bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Qur‟an itu mengandung norma 

hukum.
19

 

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia 

untuk menuju kepada Allah Ta‟ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah 

agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada 

Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk 

mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta‟ala dan hubungan manusia 

                                                             
18

 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24 
19

 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 1  



 
 

dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, 

khususnya Al-Quran dan Hadits.
20

 

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan kata hukum dalam 

Islam berasal dari kata حكم ( ح ك م ( mengandung makna mencegah atau 

menolak, yaitu mencegar ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah 

penganiayaan dan menolak bentuk kemudorotan lainnya.
21

 

Al-Fayumi menyebutkan حكم عبعني قضى وفصل, yaitu hakama bermakna 

memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan masalah. Menurut Al-Fayumi 

hukum itu sendiri bermakna sebagai kebijaksanaan dalam memutuskan dan 

menetapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan.
22

 Pengertian hukum dapat 

disimpulkan sebagai peraturan tentang tindakan atau tingkah laku dan diakui 

oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh 

anggotanya. 

Kemudian bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam telah dikenal 

kata hukum Islam yaitu penggabungan dari dua suku kata hukum dan Islam. 

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani 

kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua pemeluk 

agama Islam. Hukum Islam merupakan khas dari Indonesia, sebagai terjemah 
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dari al-fiqh al-islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al-

islamy. Istilah ini dalam wacana ahli Hukum Barat disebut Islamic Law. Islam 

lebih mengenal hukum Islam sebagai fiqh  karena dalam Al-Qur‟an dan sunah 

tidak ada istilah al-hukm al-Islam. 

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat 

Islam atau fiqh Islam. Apabila syariah Islam diterjemahkan sebagai hukum 

Islam (hukum in abstracto), maka syariat Islam yang dipahami dalam arti 

sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek i‟tidaqiyah, khuluqiyah, dan 

a‟mal syar‟iyah. Sebaiknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari fiqh 

Islam termasuk bidang kajian Ijtihadi yang bersifat dzanni. 

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan 

legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat pada kitab-kitab fiqh 

maupun yang belum. Maka saat ini kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai 

hukum Islam in abstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah 

menjadi hukum islam in concreto (pada tataran aplikasi atau pembumian). 

Sebab, secara formal hukum Islam sudah dinyatakan sebagai hukum positif, 

yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara. 

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian 

dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya 

ditetapkan oleh Allah SWT. Ulil Amri adalah Lembaga Pemerintah yang 

membidangi keaagamaan saja dan tidak memasukkan kelompok yang lain. 

Terdapat pendapat di kalangan teungku yang mengatakan bahwa ulil amri 



 
 

adalah lembaga lembaga pemerintah yang membidangi keagamaannya saja, 

yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Seperti halnya dijelaskan dalam 

surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:  

                          

                              

 

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat (QS An-Nisa : 58 ).
23

 

 

Seperti lembaga yang menangani pendidikan umum, kesehatan, kepolisian 

dan lain-lain sebagai bagian dari ulil amri. Pada konsep kedua antara bidang 

keagamaan dan bukan keagamaan. Dengan demikian dijelaskan dalam surat An-

Nisa ayat 58 adalah ketaatan kepada lembaga pemerintah yang menangani bidang 

keagamaannya saja, informasi ini berpendapat bahwa ketaatan kepada ulil amri 

terbatas pada aturan yang dibuat dalam konteks keagamaannya saja. Sedangkan 

ketentuan lain diluar keagamaan berada diluar pengertian yang dicakup ulil amri 

yang dimaksud dalam ayat 59 surat An-Nisa.  

Keagamaan yang dimaksud disini adalah mencakup 3 aspek, yaitu aqidah, 

ibadah maupun akhlak. Aqidah adalah kajian keislaman yang membahas tentang 

keyakinan kepada Allah. Pembahasan aqidah ini disebut juga dengan Ilmu Aqidah 
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atau Ilmu Kalam. Ibadah adalah kegiatan yang dilakukan hubungan manusia 

dengan tuhannya.Sedangkan akhlak adalah sama dengan tasawuf, yaitu 

pengembangan konsep ihsan (apabila engkau menyembah Allah seolah-olah 

engkau melihatnya). Namun apabila engksu tidak melihatnya, maka yakinlah 

bahwa Allah melihatmu. Sementara konsep yang berkaitan dengan kesehatan, 

kebersihan secara umum, aturan berlalu lintas, dalam kajian keislaman klasik, 

tidak termasuk kedalam wilayah keagamaan.  

Konsep kedua ini mengakui peran negara dalam mengatur aspek keagamaan. 

Kau muslim hanya diminta mematuhi aturan Negara terkait aspek agama tersebut 

bukan yang lain (non agama). Jadi menariknya hubungan antara agama dan negara 

tidak dipisahkan, namun kewajiban masyarakat terhadap negara yang dianggap 

sebagai kewajiban masyarakat terhadap Negara yang dianggap sebagai kewajiban 

agama yang dihasilkan melalui lembaga pemerintah bidang keagamaan. Pemikiran 

yang seperti ini lebih dekat dengan paradigma simbiotik, yaitu Negara berfungsi 

memperkuat aspek keagamaan, sehingga kehidupan agama menjadi lebih tertib 

dan teratur. Dengan anggapan bahwa agama tidak dapat dijalankan sepenuhnya 

tanpa campur tangan negara. Contohnya yang bisa diambil adalah pelaksanaan 

ibadah haji, penentuan awal dan akhir Ramadhan, dan lain-lain. Ulil amri adalah 

Ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas, 

memahami tentang ulil amri adalah ulama yang menjadi pemimpin politik. 

Sehingga pada diri pemimpin terdapat memahami kemampuan agama dengan baik 

dan dapat melahirkan berbagai hukum yang sejalan dengan agama. Pendapat ini 



 
 

relatif tidak berbeda dengan pendapat ulama yang menyebut ulil amri adalah 

gabungan antara ulama dan umara. Bahwa pemimpin dan ulama saja yang dapat 

menetapkan sistem pemerintahan secara baik dan benar dengan tidak melanggar 

sebagai ketentuan Allah SWT. Apabida kepala Negara bukan berasal dari 

kalangan ulama, maka kepatukan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan 

dianggap bukan kewajiban dari agama. Padahal dalam negara bangsa, seperti 

Indonesia, regulasi negara diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif 

sebagai lembaga tertinggi negara, dan regulasi tersebut akan terus berjalan sampai 

ada aturan lain yang merubahnya. Bisa dikatakan berdasarkan uraian diatas 

mengenai konsep produk hukum ulil amri secara koseptual, mereka tidak 

memisahkan antara agama dengan negara. Artinya, segala sesuatu yang dihasilkan 

negara wajib diikuti sebagai bagian dari kewajiban agama. 

Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia 

dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, 

hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia 

dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda 

alam sekitarnya.
24

 Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin 

Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul 
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tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti 

untuk semua yang beragama Islam.
25

 

2. Sumber Hukum Islam 

Uraian mengenai pengertian Hukum Islam terdahulu pada hakekatnya 

sudah memberikan arahan yang cukup jelas mengenai sumber hukum Islam. 

Sumber hukum Islam yang dimaksud adalah suatu tempat awal dari mana atau 

dimana didapatkan ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri berasal. Untuk 

mengenal dan mengetahui apa yang menjadi sumber hukum dalam Islam hanya 

dapat ditentukan jawabannya melalui petunjuk sumber ajaran Islam itu sendiri, 

yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul S.A.W. Berdasarkan pada nash Al-Qur‟an 

dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai 

Sumber Hukum Islam. Diantaranya sebagai halnya dijelaskan dalam surat An-

Nisa ayat 59 yang berbunyi:  

                         

                             

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
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hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
26

 

Pada ayat ini terdapat kesepakatan pendapat para ulama tafsir bahwa 

perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya merupakan kewajiban mengikuti Al-

Qur‟an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati Ulil Amri (pemerintah 

penguasa) merupakan kewajiban mengikuti kesepakatan lembaga hukum 

pemerintah sebagai ijma‟, sedangkan perintah mengembalikan printah kepada 

Allah dan Rasul-Nya juga merupakan perintah wajib mengembalikan atau 

menyandarkanya kepada makna atau cakupan nilai Al-Qur‟an dan sunah 

melalui praktek i‟tihad dengan menetapkan teori qias.  

Beranjak dari penafsiran ulama tersebut maka tidak terdapat 

pengingkaran bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur‟an dan sunah 

sebagai sumber wahyu, sedangan ijma‟ dan qias sebagai sumber rasio dengan 

demikian sumber hukum dalam Islam terdiri dari sumber wahyu dan sumber 

rasio. Merujuk pada kedua nash tersebut maka disepakati dikalangan ulama 

sebagai sumber hukum Islam  itu terbagi menjadi dua macam sumber, yaitu 

wahyu dan akal sebagai dalam uraian berikut: 

a. Wahyu (Naql) 

Sumber wahyu adalah sumber hukum yang berupa wahyu, baik itu 

wahyu Allah yang disampaikan Rasullullah Muhammad S.A.W melalui 
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perantara malakat Jibril maupun wahyu yang langsung dipahami oleh 

Rasulullah dalam bentuk sunnah. Sumber wahyu yang dimaksudkan disini 

juga sering disebut sumber Naqli yang terdiri dari Al-Qur‟an dan Sunnah. 

b. Rasio (akal) 

Adapun rasio (akal) adalah proses kerja rasio atau akal manusia yang 

mampu memahani hukum dan menganalisa tekstual wahyu dan realita 

fenomenal. Sumber rasio dalam ungkapan bahasa hukum Islam sering juga 

disebut „Aql. Sehingga disepakati sumber rasio (Aql) sebagai sumber hukum 

dalam Islam ini terdiri dari Ijma dan Ijtihad.
27

 

A. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari: 

1. Al-Qur‟an 

Sumber utama hukum islam adalah Al-Qur‟an. Al-Qur‟an 

menurut Bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Qur‟an adalah 

himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Untuk disampaikan kepada manusia manusia sebagai pedoman 

hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.
28

 Al-

Qur‟an adalah wahyu dari Allah,  tidak ada perselisihan dikalangan 

ulama tentang eksistensinya sebagai sumber hukum Islam karena 

petunjuknya bersifat tegas.
29

 Al-Qur‟an diturunkan sejak kenabian 
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Muhammad SAW. Secara berangsur-angsur yakni sejak beliau 

berumur 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat. 

Menurut Surat Putusan Menteri Agama Republik Indonesia 

tanggal 6 Desember 1946, ayat Al-Qur‟an yang pertama disampaikan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berumur 40 tahun, pada 

tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 6 Agustus 610 M. Ayat 

tersebut terdapat dalam surat Al-Iqra‟ (96) ayat 1-5, disampaikan oleh 

Malaikat Jibril kepada Muhammad bin Abdullah di Gua Hira dibukit 

cahaya (jabal nur) sebelah Utara kota Mekkah. 

Malam turun pertama kalinya Al-Qur‟an disebut nuzulul Qur‟an 

(turunya Al-Qur‟an) yang sejak kemerdekaan diperingati setiap tahun 

di Indonesia. Malam Nuzulul Qur‟an ini dalam kepustakaan disebut 

juga malam Lailatul Qadar atau malam ketentuan. Sebab pada malam 

itu, Allah menentukan atau menetapka mengangkat Muhammad bin 

Abdullah manjadi utusan Allah (Rasullullah), dan Allah menentukan 

turunnya Al-Qur‟an untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi umat 

manusia. 

Al Qur‟an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat 

An Nas. Membaca Al Qur‟an merupakan ibadah. Al Qur‟an 

merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim 

berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang 

terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah 



 
 

SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangannya.
30

 

Al-Qur‟an diturunkan secara bertahap hingga himpunan dengan 

baik dan sempurna. Hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-

Qur‟an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, 

pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya 

serta memudahkan untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum muslimin. 

Proses turunya wahyu melalui beberapa cara, antara lain : 

malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti sebagai seorang 

laki-laki, kemudian membacakan firman Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW. Langsung menangkap dan memahami bacaan itu 

dengan baik, kemudian beliau menghafalkanya dengan sempurna. 

Sebagai diungkap dalam Al-Qur‟an Surat An-Najm (53) ayat 13 dan 

14 : 

                     

Artinya:  Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu 

(dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di 

Sidratil Muntaha (Q.S An-Najm (53): 13-14).
31
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Ayat diatas menentukan bahwasannya Nabi Muhammad SAW, 

Nabi Muhammad SAW melihat Malaikat Jibril dengan wujud aslinya 

sebagaimana Allah SWT menciptakannya pada kesempatan yang lain 

di Sidratul Muntaha yaitu Pohon paling besar bertempat paling tinggi 

dilangit ketujuh. 

Dalam proses penulisan wahyu yang diterima oleh Allah SWT, 

Nabi Muhammad SAW. Telah menunjuk sejumlah sahabat yang 

pandai membaca dan menulis. Sahabat-sahabat Rasullullah yang telah 

ditunjuk oleh Rasullullah yaitu Abu Bakar As-Shiddqi, Umar bin 

Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zait bin Tsabit, Ubay 

bin Ka‟ab, dan Abdullah bin Arqam. Penulisan wahyu yang 

selanjutnya ditulis oleh para sahabat pada kulit, pelepah kurma, 

dedaunan, batu, tulang, dan lain sebagainya. 

Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya tersebar pada para sahabat 

penulis Al-Qur‟an. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, 

seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar bin Khattab. 

Sepeninggalan Abu Bakar kumpulan naskah Al-Qur‟an disimpan oleh 

Khalifah Umar bin Khattab dan putri beliau Hafsah. Pada masa 

Khalifah Utsman bin Affan Al-Qur‟an disalin kedalam beberapa 

naskah kemudian dikirim kepada beberapa penjuru, yang seterusnya 

disalin lagi dan diperbanyak. Berkembangkan pada jaman naskah Al-



 
 

Quran yang bermula pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang 

dan sebagainya sekarang dapat disalin mencadi cetakan Kitab Suci. 

2. Al-Hadis 

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala 

sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Al-Hadis menurut 

bahasa adalah khabar atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah 

segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. 

meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat  yang 

beliau diamkan dalam arti membenarkannya (taqrir).
32

 Baik berupa 

perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung 

aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-

Qur‟an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga 

disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan 

(sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah 

SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. 

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW 

baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits 

merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur‟an. Allah 

SWT telah mewajibkan untuk mukhh i aenem-aenem uhk 

nutaeh hk-nutaeh hk nhke uinhmnhinhk d ua khai  Muhammad 
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SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT 

dalam (Q.S Al- Hashr: 7): 

                        

                      

                          

           

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.
33

 

 

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh 

perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan 

merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa 

meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal 

tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memilki akhlak dan budi pekerti 

yang sangat mulia. 
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Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memilki 

kedua fungsi sebagai berikut : 

a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur‟an, 

sehingga kedunya (Al Qur‟an dan Hadits) menjadi sumber hukum 

untuk satu hal yang sama. 

b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur‟an 

yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur‟an yang 

memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah 

haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan 

jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak 

merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara 

melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh rasullah 

SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur‟an Allah SWT 

mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah QS 

Al-Maa‟idah ayat 3 : 

 

                            

                             

                          

                            



 
 

                          

              

 

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain 

Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang 

sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan 

bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan 

juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi 

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari 

ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 

kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini 

telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai 

Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa 

karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (Q.S Al-Maa‟idah : 3).
34

 

 

3. Ijma‟ 

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah 

zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma‟ yang 

dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, 

tabiin (setelah sahabat), dan tabi‟ut tabiin (setelah tabiin). Karena 

setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya 

banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat 

dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. 
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4. Qiyas  

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits 

dan Ijma‟ adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak 

ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara 

membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak 

diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah 

menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan 

telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui 

permasalahan hukum tersebut, kemudian ada  kasus lainnya yang sama 

dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka 

hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada 

nashnya.
35

 

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus 

ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus 

dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu 

agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita 

pahami adalah aturan Allah.
36

 Berikut merupakan hukum-hukum 

dalam Islam : 
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a) Wajib 

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan 

mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh 

dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima 

waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan 

ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan 

banyak lagi. 

b) Sunnah 

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk 

dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau 

sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan 

pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau 

hukuman. Contoh dari pembuatan yang memiliki hukum Sunnah 

ialah shalat sebelum/sesudah sholat fardhu, membaca shalawat nabi, 

mengeluarkan sedekah dan lainnya. 

c) Haram 

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan 

mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan 

pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah 

berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, 

berbuat curang dan banyak lagi. 

 



 
 

d) Makhruh 

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika 

meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh 

dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan 

sebagainya. 

e) Mubah 

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh 

agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari 

mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan 

sebagainya. 

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. 

Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam 

telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan 

manusia, yaitu sebagai berikut :
37

 

1) Pemelihara atas keturunan 

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan 

mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk 

menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, 

seorang anak yang lahir melalui jalan resmi yaitu pernikah akan 

mendapatkan haknya sesuai garis keturunan ayahnya. 
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2) Pemelihara atas akal 

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat 

memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau 

beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk 

menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika 

akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan 

aktivitas berpikirnya akan terganggu. 

3) Pemelihara atas kemuliaan 

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat 

memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau 

beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk 

menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika 

akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan 

aktivitas berpikirnya akan terganggu. 

4) Pemelihara atas harta 

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian 

dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang 

sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan 

pelanggaran terhadap harta orang lain. 

 

 



 
 

5) Pemelihara atas agama 

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk 

menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah 

memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam 

mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain 

tidak mempermainkan agamanya. 

3. Tujuan Ditetapkannya Hukum 

Tujuan ditetapkannya hukum islam atau sering disebut dengan istilah 

Maqashid al-syari‟ah merupakan konsep penting dalam kajian Hukum Islam. 

Maqashid al-syari‟ah merupakan ranah kajian dalam usul fiqh, fiqh dan filsafat 

hukum Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah memelihara 

kemashlahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik didunia maupun 

akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan, yang 

pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu: 

Al-Qur‟an dan Hadis. Dalam kasus hukum secara eksplisit dijelaskan dalam 

kedua sumber itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika 

dijelaskan, kemaslahatan itu menjadi titik tolak penentuan hukumnya. 

Kemashlahatan seperti itu lazim digolongkan dalam Al-Maslahat Al-Mughat.
38

 

Kajiannya sudah melampaui beberapa zaman sejak masa zaman Islam klasik. 

Karena begitu pentingnya Maqashid a-syari‟ah tersebut, sebagai sesuatu yang 
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harus dipahami oleh mujtahid yang mlakukan ijtihad. Adapun inti dari teori 

Maqashid al-syari‟ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus 

menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah 

yang sepadan dengan inti dari Maqashid al-syari‟ah tersebut adalah maslahat, 

karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat. 

Maqashid al-syari‟ah terdiri dari dua kata, maqasid dan syari‟ah. Kata 

maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsid yang berarti maksud dan tujuan, 

sedangkan syari‟ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang 

ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup 

di dunia maupun di akhirat. Maqashid al-syari‟ah berarti kandungan nilai yang 

menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, Maqashid al-

syari‟ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan 

hukum.
39

 

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Maqashid al-syari‟ah. 

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan Maqashid al-syari‟ah dengan makna-

makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara dalam seluruh hukumnya 

atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-

rahasia yang diletakkan oleh syara pada setiap hukumnya.
40

 

Ibn „Asyur mengartikan sebagai tujuan syariat yaitu memelihara sistem 

(kehidupan) umat dan menjaga kemaslahatan itu dengan cara menjaga 
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kemaslahatan manusia itu sendiri yang mencakup aspek akal, perbuatan dan 

potensi alamnya dimana ia hidup.
41

 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai tujuan umum dari 

penetapan hukum syarak untuk menghasilkan maslahat bagi manusia dengan 

memberikan jaminan dari aspek daruriyyat, dan mencukupkan hajiyyat dan 

tahsiniyyat.
42

 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat penulis simpulkan 

bahwa Maqashid al-syari‟ahmerupakan tujuan dari penetapan syarat dari Allah 

Swt. yang tak lain memberikan maslahat serta menolak timbulnya mafsadat 

kepada hamba-Nya. 

Pembicaraan tentang Maqashid al-syari‟ah atau tujuan hukum Islam 

merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari 

perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya 

dalam bahasan usul al-fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi 

tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam.
43

 

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-qur'an, begitu 

pula suruhan dan larangan Nabi S.A.W. dalam sunah yang terumuskan dalam 

fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada 

yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai 

rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat 
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Al-Qur'an,di antaranya dalam surat Al-Anbiya‟ ayat 107, tentang tujuan Nabi 

Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan 

dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa 

memang hukum syarak itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.
44

 

Berikut ini penulis jelaskan substansi Maqashid al-syari‟ah yang terdapat 

dalam pemikiran al-Syatibi dan pemikir lainnya. Pembahasan ini terfokus pada 

pemikiran maqaşid dan dasar-dasar yang membangunnya. 

Imam al-Syatibi membahas Maqashid al-syari‟ah dalam kitabnya al 

Muwafaqat. Di dalam pembahasannya, Imam al-Syatibi membagi al-maqasid  

ini kepada dua bagian penting yakni maksud syari (qasd al-syari) dan maksud 

mukallaf (qasd al-mukallaf).
45

 Maksud syari mengandung empat aspek yaitu: 

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat. 

Menurut imam al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) 

tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari 

kemudaratan (jalb al- masalih wa dar‟ al-mafasid). Dengan bahasa yang 

lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk 

kemaslahatan manusia itu sendiri.
46

Syariat sebagai suatu yang harus 

dipahami. 
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Ada dua hal penting dalam aspek ini. Pertama, syariat diturunkan 

dalam Bahasa Arab sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 2, as-

Syu‟ara ayat 195, An-nahl ayat 103, fushilat ayat 44. Oleh kerena itu, untuk 

dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan uslub 

bahasa arab.
47

 

Dalam hal ini imam al-Syatibi berkata: “Siapa yang henda 

memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih 

dahulu, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. 

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, 

untuk memahami syari‟at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat 

kaitannya dengan lisan Arab seperti usul fiqh, mantiq, ilmu ma‟ani dan yang 

lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab dan usul fiqh 

termasuk persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.
48

 

Kedua, bahwa syariat ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat 

memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu 

hisab, kimia, fisika dan lainnya.
49

 Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah 

dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari‟at 

ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua 

kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam 

hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syariat mudah dipahami oleh siapa 
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saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep al-

maslahah. (fahuwa ajra „ala i „tibari al-maslahah).
50

 

b. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.  

Bagian ini menyatakan bahwa maksud al-Syari‟ dalam menentuka 

syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Aspek 

ini mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: 

Pertama, taklif yang di luar kemampuan manusia (at-taklif bima la 

yutaq). Dalam hal ini imam al-Syatibi mengatakan: “Setiap taklif yang di 

luar batas kemampuan manusia, maka secara syar‟i taklif itu tidak sah 

meskipun akal membolehkannya.
51

 

Apabila dalan teks al-syari‟ ada redaksi yang mengisyaratkan 

perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, 

unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “Dan 

janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan 

berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas 

kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk 

memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena 

datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.
52

 

Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqah, kesulitan (al-

taklif bima fīhi masyaqqah). Menurut imam al-Syatibi, dengan adanya taklif, 
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al-syari‟ tidak bermaksud menimbulkan masyaqqah bagi pelakunya 

(mukallaf) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi 

mukallaf.
53

 Bila dianologikan dalam kehidupan sehari-hari, ketentuan dalam 

menjual makanan dengan kualitas yang baik dengan izin pemerintah, bisa 

mencagah atau mengurangi nilai mutu pangan yang kurang baik dan dapat 

berkembang dikemudian hari. 

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka 

sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam 

kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai 

wasilah amr al-ma‟ruf nahy al-munkar. Demikian pula dengan hukum 

potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota 

badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. 

Apabila dalam taklīf ini ada masyaqqah, maka sesungguhnya ia 

bukanlah masyaqqah tapi kulfah, sesuatu yang tidak mungkin dapat 

dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang 

yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan 

tidak dipandang sebagai masyaqqah, tetapi sebagai salah satu keharusan dan 

kelaziman untuk mencari nafkah. 

Demikian juga halnya dengan masalah ibadah.  Masyaqqah seperti ini 

menurut imam al-Syatiibi disebut Masyaqqah Mu‟tadah karena dapat 
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diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syarak 

tidak dipandang sebagai masyaqqah.
54

 

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari (yang menetapkan 

syari‟at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi 

hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. 

Menetapkan hukum dalam kenyataan yang dihadapi oleh manusia dan tidak 

akan memberikan petunjuk pada jalan yang akan mengantarkan pada 

penetapan hukum kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat 

manusia.
55

 Dalam penetapan hukum Islam, Al-Qur‟an dan Sunnah 

merupakan referensi primer. Referensi sekundernya adalah ijtihad para 

ulama. Oleh karena itu, terdapat dua macam dalil syari‟at, yaitu : teks dan 

non teks. Dalam menetapkan suatu hukum seorang ahli hukum harus 

mengetahui prosedur penggalian hukum (thuruq al-istinbath) dari teks. 

Penggalian hukum (thuruq al-istinbath) dari teks mengintrodusir dua 

pendekatan : pendekatan kontekstual dan pendekatan literal. 

B. Hewan Sembelihan dan Makna Toyyiban Dalam Islam 

Hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak halal untuk dimakan, kecuali 

dengan penyembelihan secara syara atau dengan suatu cara yang semakna 

dengannya. Hal ini berlaku bagi setiap hewan selain belalang dan ikan. Menurut 

ulama fiqih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan 
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untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang 

sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan 

mengkonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan 

penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk 

bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan 

tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan 

gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam menyembelih masuk dalam syarat 

penyembelihan, dimana alat harus  

tajam. Dilihat dari segi jenis hewan, penyembelihan terbagi menjadi dua 

bentuk, yaitu penyembelihan atas hewan jinak yang dapat disembelih lehernya 

(maqdur 'alaih) dan penyembelihan pada hewan liar (ghair maqdur'alaih) yang 

halal disembelih yang dapat disembelih pada bagian tubuh manapun. 

Jumlah urat yang wajib putus pada leher hewan saat disembelih adalah: 

1. Hulqum atau tenggorokan, yaitu saluran pernafasan.  

2. Mari', yaitu saluran makanan dan minuman berrada di bawah tenggorokan. 

3. Wadajain (dua urat leher), yaitu dua urat yang berada pada dua sisi leher yang 

mengelilingi tenggorokan.
56

 

Kata halalan, bahasa Arab, berasal dari kata halla, yang berarti „lepas‟ 

atau „tidak terikat‟ secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan 

dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan 
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yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari 

bahaya duniawi dan ukhrawi. 

Sedang kata thayyib berarti „lezat‟ „baik‟ „sehat‟ „menentramkan‟ dan 

paling utama, dalam konteks makanan thayyib berarti makanan yang tidak kotor 

dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis. 

Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera 

bagi yang akan mengkonsumsinya yang tidak membahayakan fisik serta 

akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional 

dan aman. Berbicara mengenai halal, di dalam al-Qur‟an selalu diikuti oleh 

thayyib. Karena itu dalam bab ini, terlebih dahulu akan dibahas makna halal dan 

thayyib dalam ayat-ayat al-Qur‟an, kemudian pengaruh teknologi terhadap 

kehalalan dan keharaman, dan berakhir dengan pengaruh halal dan thayyib 

terhadap rohani dan jasmani. Halal dan thayyib penting diketahui sebelum 

memasuki pengertian pengaruh teknologi terhadap keharaman makanan masa 

kini.
57

 

Semua nash shorih yang berkaitan dengan halal-haram selalu 

disandingkan dengan aspek thayyib, Misalnya dalam Al-Maidah ayat 88:  
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Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya (QS Al-Maidah : 88)
58

 

 

Kemudian dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 4:  

 

                          

                           

                    

 

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 
mereka?". Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 

yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan 

melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah 

diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang 

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu 

(waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat cepat hisab-Nya (QS. Al-Maidah : 4).
59

 

 

 

Memahami soal thayyib ini maka umat Islam harus memperhatikan aspek 

ini demi kesehatan. Pada dasarnya termasuk thayyib dalam Islam menyangkut 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kebaikan manusia. 

Thayyib dapat di artikan sebagai berikut:  

                                                             
58

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010), h. 19 
 
59 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010), h. 19 



 
 

1. Pertama, baik, berarti tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan jasmani 

maupun rohani.  

2. Kedua, menyehatkan, materi yang di konsumsi harus menyehatkan bagi 

konsumen bila sebaliknya maka harus ia tinggalkan. Atau tidak bertolak 

belakang dengan kondisi kesehatan seseorang. 

3. Ketiga, tidak membahayakan, dalam perspektif syariah standar ini harus 

dibakukan dengan standar kualitas makanan yang tidak berbahaya bagi 

kesehatan manusia.  

4. Keempat, bersih, dalam artian diperoleh dengan cara yang benar dan tidak 

diperoleh dengan cara yang tidak halal. Ataupun terhindar dari berbagai 

macam penyakit.
60

 

Pemahaman masyarakat selama ini terhadap Islam di anggap sebagai 

agama yang hanya mengatur soal-soal ritual, serta ibadah lainnya. Padahal 

ajaran agama Islam juga mengantarkan manusia kepada sebuah pengatahuan 

yang sangat luas dan bisa memadukannya dengan kemajuan-kemajuan yang 

besar seperti saat ini. Persoalan inilah yang kerap menjadi batu sandungan 

bagi umat Islam, karena peran agama cenderung dimarginalkan dan 

menghendaki sekulerisasi di segala bidang.   

Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula sebagai 

makanan yang thayyib, yakni makanan yang mempunyai cita rasa yang lezat, 
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bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada 

tubuh orang yang memakannya, baik fisik maupun akalnya. Adapun konsep 

thayyib dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian 

para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut: 

1) Sehat: makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang 

cukup, lengkap dan seimbang.  

2) Proporsional: yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan 

seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. 

Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan 

yang mengandung zat pembangun (protein).  

3) Aman: makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh 

terhadap kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, 

lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya 

akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi 

sebaliknya, apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok dengan 

kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi penyebab timbulnya 

berbagai penyakit dan bahkan mungkin akan membawa kepada 

kematian.
61

 

Bahwa Halalan Thayyiban adalah halalan punya arti hal-hal yang 

boleh dan dapat dilakukan dengan alasan bebas dari atau tidak terikat 
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dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sementara, kata Thayyib 

berarti lezat, baik dan sehat, mententeramkan, paling utama. Terkait 

dengan makanan halal, kata thayib berarti makanan yang tidak kotor dari 

segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau tercampur najis. Singkat kata, 

makanan yang tidak membahayakan fisik maupun akalnya ketika 

mengonsumsinya.  

C. Standarisasi Daging 

1. Pengertian Daging dan Standarisasi Daging Sapi 

Daging merupakan semua jaringan dan semua produk hasil pengolahan 

jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya termasuk organ hati, ginjal, otak, 

paru-paru, jantung, limpa, pangkreas dan jaringan otot. Daging yang baik dapat 

dihasilkan dari penyembelihan hewan yang tepat dan benar. Aberle et al., 

mendefinisikan daging semua jaringan tubuh yang dapat digunakan sebagai 

bahan makanan, demikian juga dengan semua produk yang diproses atau 

dihasilkan dari jaringan hewan yang telah dipotong. 

Menurut Lawrie menyatakan bahwa daging adalah sesuatu yang berasal 

dari hewan termasuk limpa, ginjal, otak, jaringan-jaringan lain yang dapat 

dimakan. Berdasarkan SNI no 3932 tahun 2008 disebutkan bahwa daging 

adalah bagian otot skelet dari karkas dari karkas sapi yang aman, layak, dan 

lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging segar, daging segar 

dingin/beku. Pengertian daging segar menurut SNI no 3932 tahun 2008 adalah 



 
 

daging sapi yang belum diolah atau ditambah dengan bahan apapun, sedangkan 

daging segar dingin adalah daging yang mengalami proses pendinginan setelah 

penyembelihan sehingga temperature bagian dalam daging 0˚ C dan 4˚ C. 

Istilah daging umumnya dibedakan dari karkas. Perbedaaan pengertian daging 

sapi dengan karkas terletak pada kandungan tulangnya. Daging biasanya sudah 

tidak mengandung tulang. Sedangkan karkas yang belum dipisahkan dari 

tulang/kerangkanya. Hal ini diperjelas dengan pengertian karkas menurut BSN 

yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan karkas adalah bagian tubuh 

hewan yang telah disembelih, utuh, atau dibelah sepanjang tulang belakang, 

dimana hanya kepala, kaki, kulit, organ bagian dalam (jeroan), dan ekor yang 

dipisahkan.
62

 

Dari beberapa pengertian diatas, bahwa daging merupakan semua 

jaringan hewan, dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut 

yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi 

yang mengkonsumsinya. Organ-organ misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, 

jantung, limpa, pangkreas, dan jaringan otot termasuk dalam definisi ini. 

Berdasarkan keadaan fisiknya, daging dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis 

daging sapi:  

a. Daging segar yang dilayukan atau tanpa pelayuan   

b. Daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan (daging dingin)  
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c. Daging segar yang dilayukan, didinginkan kemudian dibekukan (daging 

beku)  

d. Daging masak  

e. Daging asap  

f. Daging olahan 

Sifat fisik daging memegang peranan penting dalam proses 

pengolahannya, karena menentukan kualitas serta jenis olahan yang akan 

dibuat. Karakteristik daging pada setiap jenis ternak kemungkinan berbeda, 

namun hal ini sering dianggap sama. Masyarakat pada umumnya menilai 

karakteristik daging kerbau dengan daging domba mengacu pada karakteristik 

daging sapi.
63

 

1) Kualitas daging yang baik 

Kriteria yang dipakai sebagai pedoman untuk menentukan daging 

yang layak konsumsi adalah: 

a) Keempukan daging ditentukan oleh kandungan jaringan ikat. Semakin tua 

usia hewan susunan jaringan ikat semakin banyak sehingga daging yang 

dihasilkan semakin liat. Jika ditekan dengan jari daging yang baik dan 

sehat memiliki konsistensi kenyal. 
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b) Kandungan lemak (marbling) adalah lemak yang ada diantara serabut 

otot. Lemak berfungsi sebagai pembungkus otot dan mempertahankan 

keutuhan daging pada waktu dipanaskan uang berpengaruh pada cita rasa. 

c) Warna daging bervariasi tergantung dari jenis hewan secara genetic dan 

usia, misalkan daging sapi potong lebih gelap dari daging sapi perah, 

daging sapi muda lebih pucat dari daging sapi dewasa. 

d) Rasa dan aroma daging dipengaruhi dengan pemberian pakan yang baik, 

daging yang berkualitas baik mempunyai rasa gurig dan aroma yang 

sedap. 

e) Kelembaban, secara normal daging mempunyai permukaan yang relatif 

kering sehingga dapat menhan pertumbuhan mikroorgamisme dari luar. 

Dengan demikian mempengaruhi daya simpan daging tersebut. 

2) Kualitas daging yang tidak baik 

a) Bau dan rasa tidak normal akan segera tercium setelah hewan 

dipotong. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya kelainan sebagai 

berikut: 

 Hewan sakit yang terutama menderita radang bersifat akut pada 

organ dalam yang akan menghasilkan daging berbau seperti 

mentega busuk. 

 Hewan dalam pengobatan antibiotik akan menghasikna dagaing 

yang berbau obat-obatan. 



 
 

b) Warna daging tidak normal tidak selalu membahayakan kesehatan 

tetapi akan mengaruhi selera konsumsi. 

c) Konsistensi daging tidak normal yang ditandai kekenyalan daging 

rendah (jika ditekan dengan jari akan terasa lunak) dapat 

mengindikasikan daging tidak sehat, apabila disertaidengan perubahan 

warna yang tidak normal maka daging tersebut tidak layak konsumsi. 

d) Daging busuk dapat menggangu kesehatan konsumen karena 

menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Pembusukan dapat terjadi 

karena penaganan yang kurang baik pada waktu pendinginan, sehingga 

aktifitas bakteri pembusukan meningkat, atau karena terlalu lama 

dibiarkan ditempat terbuka, sehingga terjadi proses pemecahan 

proteinoleh enzim-enzim dalam daging yang menghasilan ammonia. 

Kualitas karkas daging dipengaruhi oleh sebelum dan sesudah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 

daging antara lain adalah genetic, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, 

umur, pakan termasuk bahan adiktif (hormon, antibiotic dan mineral), dan 

stress. Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara 

lain meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas 

dan daging, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormone dan 

antibiotic, lemak intramuscular atau marbling, metode penyimpanan dan 

preservasi, macam otot daging dan lokasi pada suatu otot daging. 



 
 

Kualitas karkas adalah nilai karkas yang dihasilkan oleh ternak relatif 

terhadap kondisi pemasaran. Faktor yang menentukan nilai karkas meliputi 

berat karkas, jumlah daging yang dihasilkan dan kualitas daging dari karkas 

bersangkutan. Nilai karkas dikelompokan berdasarkan jenis kelamin dan tipe 

ternak yang menghasilkan karkas, umur atau kedewasaan ternak, dan jumlah 

lemak intramuskuler atau marbling didalam otot.
64

 

Dalam menilai suatu karkas atau daging sapi yang baik bisa melakukan 

penilaian mutu fisik daging sapi dimaksudkan untuk memprediksi palatabilitas 

daging dengan melihat penampilan warna daging dan lemak, derajat marbling 

dan tekstur daging. Pengujian mutu fisik daging sapi dilakukan secara 

organoleptik dengan menggunakan indra penglihatan terhadap penampilan fisik 

otot dan lemak. Nilai penampilan fisik daging sapi dan lemak selanjutnya 

ditentukan dengan menggunakan alat antu standar mutu. Penampilan fisik 

daging yang dievaluasi meliputi warna daging dan lemak, intensitas marbling 

dan tekstur otot. 

Penilaian warna daging dilakukan dengan melihat warna permukaan otot 

mata rusuk dengan bantuan cahaya center dan mencocokannya dengan standar 

warna. Nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor standar warna yang paling 

sesuai dengan warna daging sapi. Standar warna daging sapi terdiri atas 
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sembilan skor mulai dari warna merah muda hingga merah tua sebagaimana 

terlihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Standar warna daging 

 
Sumber: SNI  

 

Penilaian warna lemak dilakukan dengan melihat warna lemak subkutis 

dengan bantuan cahaya senter dan mencocokannya dengan standar warna. Nilai 

skor warna ditentukan berdasarkan skor standar warna yang paling sesuai 

dengan warna lemak. Standar warna lemak terdiri atas sembilan skor mulai dari 

warna putih hingga kuning sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.2 

Standar warna lemak 

 
Sumber: SNI (2008) 

 



 
 

Marbling adalah butiran lemak putih yang tersebar dalam jaringan otot 

daging (lemak intra muskuler). Penilaian marbling dilakukan dengan melihat 

intensitas marbling pada permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya 

senter dan mencocokan nya dengan standar marbling. Nilai skor marbling 

ditentukan dengan skor  standar marbling yang paling sesuai dengan intensitas 

marbling otot mata rusuk. Standar marbling terdiri atas dua belas skor mulai 

dari praktis tidak ada marbling hingga banyak sebagimana terlihat pada gambar 

dibawah ini: 

Gambar 2.3 

Standar marbling 

 
Sumber : SNI (2008) 

 

Penilaian tekstur otot dilakukan dengan melihat kehalusan atau kekerasan 

permukaaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokannya 

dengan standar tekstur daging. Nilai skor tekstur daging ditentukan berdasarkan 

skor standar tekstur yang paling sesuai dengan tektur daging. Standar tekstur 

daging terdiri atas tiga skor yaitu halus, sedang dan kasar.
65
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Selain melakukan penilaian mutu fisik daging atau karkas dengan 

melihat tekstur, warna, lemak dan lain sebagainya, menilai kualitas mutu 

karkas atau daging. 

Pengukuran kualitas daging sapi tidak dapat diukur segera setelah 

pemotongan (biasanya dalam waktu 45 menit) untuk mengetahui pH awal. 

Pengukuran biasanya dilakukan setidak-tidaknya setelah 24 jam untuk 

mengetahui pH akhir dari daging  

pH rendah (sekitar 5,1 – 6,1) menyebabkan daging mempunyai 

struktur terbuka, sedangkan pH tinggi (sekitar 6,2 – 7,2) menyebabkan 

daging pada tahap akhir akan mempunyai struktur yang tertutup atau padat 

dan lebih memungkinkan untuk perkembangan mikroorganisme lebih baik. 

Diketahui kisaran daya ikat air daging sapi adalah antara 44,31 – 77,67 

%,bahwa pada umumnya nilai susut masak daging sapi bervariasi antara 

1,5– 54,5% dengan kisaran 15–40%. 

Peringkat mutu daging ditentukan berdasarkan kesesuaian nilai skor 

untuk masing-masing sifat fisik dengan syarat mutu yang telah di tetapkan. 

Karkas yang telah dievaluasi dibubuhi dengan stempel sesuai dengan 

peringkat mutunya.
66

  

2. Tujuan dan Lembaga Penentu Standarisasi Daging Sapi 

Secara umum tujuan standarisasi mutu daging sapi adalah sebagai 

berikut: 
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a. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan. 

b. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat 

c. Mengurangi hambatan perdagangan  

Lembaga penentu standarisasi adalah Badan Standar Nasional (BSN) 

merupakan lembaga non-kementrian Indonesia dengan Tugas pokok 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian 

keseluruhan di Negara Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) 

merupakan satu-satunya lembaga untuk menjamin kualitas barang-barang  

hasil produksi untuk menembus pasar, dirumuskan oleh panitia tekhnis dan 

ditetapkan oleh Badan Standardisasi dan didukung oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang  

bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia, untuk 

meninjau langsung dilapangan. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini penulis mencantungkan penelitian terdahulu untuk 

membedakan dengan penelitian yang saya kerjakan: 

Penelitian pertama dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 

Beli Daging Ayam Oplosan” oleh Putri Aprilia Novianti dengan NIM/1323202068 

Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah Fakultas Syari‟ah 2017, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tentang penjualan daging ayam dengan kualitas baik dan kurang 

baik tetapi dengan penjualan yang disamakan atau bisa dikatakan oplosan daging 

dengan kualitas buruk dicampur dengan daging kualitas baik dengan harga yang 



 
 

sama tanpa ada pemberitahuan antara penjual terhadap pembeli bahwasannya ada 

perbedaan kualitas daging. 
67

 

Penelitian kedua dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Hewan Ternak Dengan Sistem Tempo di Desa Lekor Kecamatan Janaprial 

Kabupaten Lombok Tengah” Oleh Heriyanto dengan NIM/152131040 Jurusan 

Muamalah Fakultas Syari‟ah 2017, penelitian ini meneliti tentang jual beli hewan 

ternak dengan sistem tempo dan jual beli daging sapi dengan sistem kredit yang 

berfokuskan kedalam penelitian hukum islam.
68

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, hasil penelitian satu 

dengan penelitian yang lain tidak memiliki persamaan. Hal ini disebabkan karena 

adanya perbedaan subjek penelitian, variable penelitian, dan metode penelitian. 

Dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan terlihat jelas bahwa penelitian yang 

penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena belum ada yang 

membahas tentang “Hukum Islam Tentang Standarisasi Mutu Daging Sapi” (Studi 

Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kab. Lampung Tengah). Maka penulis 

berpendapat bahwasannya penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki 

perbedaan dan pembahasan yang tidak sama. 
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